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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN DANA 

EFISIENSI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

 

A. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2014 Pasal 3 bahwa pengelolaan keuangan haji salah satunya 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, 

maka dana haji yang telah diperoleh nantinya akan di kelola oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 

Pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan ibadah 

haji dan secara teknis dikoordinasikan Kementerian Agama. Dalam 

pelaksanaannya, senantiasa bekerja sama dengan masyarakat, lembaga 

terkait, serta hubungan bilateral dengan pemerintah Arab Saudi. Dalam 

menyelenggarakan ibadah haji, pemerintah berupaya secara terus 

menerus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendaftaran, 

pembimbingan ibadah haji, dokumen perjalanan haji, transportasi, 
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pelayanan kesehatan, akomodasi, serta perlindungan kepada jamaah 

haji.
1
 

Tahun lalu (2017) pendaftaran haji melalui tiga tahapan, yaitu 

ke Kemenag, lalu ke bank, setelah itu ke Kemenag lagi. Bayomertik 

(scan mata dan sidik jari) dilakukan di bandara Arab Saudi dan 

mengantrinya bisa sampai 7 jam. Makan hanya 2x sehari (siang dan 

malam), paginya diberi snack dan buah-buahan.
2
 

Sudah ada beberapa peningkatan kualitas penyelenggaraan dan 

pelayanan ibadah haji, misalnya: 

1. Pendaftaran lebih sederhana. Sebelumnya ada tiga tahap 

dalam proses pendaftaran haji, yaitu ke Kemenag, lalu ke 

bank, setelah itu ke Kemenag. Sekarang menjadi dua tahap 

saja, yaitu ke bank, lalu ke Kemenag. 

2. Rute haji menjadi lebih efisien. Karena sudah mendapat izin 

mendarat tidak hanya di Jeddah tetapi sekarang juga di 

Madinah. 

                                                             
1
 Ali Rokhmat, Manajemen Haji, (Jakarta: Media Dakwah, 2016), h. 71. 

2 Bapak M. Ali Mukti, Jamaah Haji Tahun 2017, wawancara dengan penulis 

di rumahnya, tanggal 06 Agustus 2018. 
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3. Dulu bayomertik (scan mata dan sidik jari) dilakukan di 

bandara Arab Saudi, yaitu ketika turun dari pesawat dan 

jamaah haji harus mengantri dengan berdiri selama 7 jam. 

Sekarang sudah dilakukan di Indonesia, yaitu sebelum 

keberangkatan, mengantrinya hanya 1 sampai 2 jam dan 

bisa sambil duduk, makan dan juga minum. 

4. Peningkatan kenyamanan asrama haji. Dulu asrama haji 

tidak seperti hotel dan sekarang semua asrama haji 

Indonesia setingkat hotel bintang empat dan bintang lima. 

5. Dulu transportasi bus pengangkutan jamaah haji tidak stand 

by 24 (dua puluh empat) jam, tetapi sekarang selalu stand by 

24 jam (sehari semalam). 

6. Makan lebih teratur. Dulu makan hanya 2x sehari, tetapi 

sekarang makannya full 3x sehari.
3
 

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji ternyata 

perubahannya tidak signifikan atau tidak jauh berbeda dari tahun 

sebelumnya. 

                                                             
3 Bapak Deni Rusli, Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil 

Kemenag Provinsi banten, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 30 Juli 

2018. 
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Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 

ayat 265 yang berbunyi: 

لََمُُ ٱبۡ  وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَ  ۡ  مِّن تًابيِ  ۡ  وَتَث ضَاتِ ٱللَّوِ ۡ  ءَ مَرۡ  تغَِاۡ  وََٰ
 نِ ۡ  فَ ۡ  ضِع أُكُلَهَا ۡ  اتَ   َ فَ  وَابِلٌ  أَصَابَ هَا وَةٍ ۡ  برَِب ۡ  جَنَّةِ  كَمَثَلِ  ۡ  سِهِمأنَفُ 
  ٥٦٢مَلُونَ بَصِيٌر ۡ  ٱللَّوُ بِاَ تَعوَ  ۡ  فَطَل   وَابِلٌ  ىَاۡ  يُصِب ۡ  لَّّ  فإَِن

 “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya 

karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, 

seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh 

hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika 

hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). 
Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat” (Q.S Al-Baqarah: 

265)
4
 

Menggunakan dana haji untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan ibadah haji termasuk ke dalam membelanjakan harta 

dijalan Allah, karena haji merupakan ibadah dan menjadi rukun Islam 

yang ke 5 (lima). 

Dana yang digunakan untuk peningkatan kualitas 

penyelenggaraan ibadah haji seefisien mungkin menjadi sesuatu yang 

harus terus ditingkatkan dengan menghasilkan penggunaan dana yang 

                                                             
4 A. Soenarjo DKK, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 

2005, h. 45. 
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efisien dan penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas adalah 

menjadi hal yang bersesuaian dengan ketentuan syariat Islam. 

 

B. Rasionalitas dan Efisiensi Penggunaan Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah 

dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan 

ibadah haji.
5
 Pembiayaan penyelenggaraan haji berasal dari jamaah haji 

yang membayar sejumlah dana untuk menunaikan ibadah haji kepada 

Kementerian Agama melalui bank-bank pemerintah dan/atau swasta 

yang ditunjuk pemerintah.
6
  

Ketika menggunakan dana haji untuk biaya penyelenggaraan 

ibadah haji harus secara efisien dan perencanaannya sesuai dengan 

syariat Islam. Sebagaimana di dalam Al-Qur’an surat Al-Furqan ayat 

67: 

                                                             
5
 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Pasal 1. 

6
 Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta: FDK Press, 

2008), h. 143. 
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لِكَ قَ وَاۡ  ا  وكََانَ بَ تُ رُو ۡ  يَق ۡ  رفُِوا  ولَّ ۡ  يُس ۡ  أنَفَقُوا  لَّ  ۡ  وَٱلَّذِينَ إِذَا  مًانَ ذََٰ
٦٦  

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian” (Q.S Al-Furqan: 67)
7
 

 

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa, jangan membelanjakan 

harta secara berlebihan, artinya belanjakanlah secara hemat (wajar), dan 

menyimpannya untuk kepentingan yang akan datang. Dalam surat Al-

Isra’ ayat 26-27 juga ditegaskan bahwa tidak boleh menghambur-

hamburkan harta secara boros, berikut bunyi ayatnya: 

يََٰطِيِ ۡ  ا  إِخۡ  مُبَذِّريِنَ كَانوُۡ  إِنَّ ٱل ٥٦ذِيراً ۡ  تَب ۡ  وَلََ تُ بَذِّر ... نَ ٱلشَّ  ۡ  وََٰ
  ٥٦ راًكَفُو    ۦطََٰنُ لرِبَِّوِ ۡ  وكََانَ ٱلشَّي

 “... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Q.S 

Al-Isra’: 26-27)
8
 

 

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jangan 

menggunakan harta dengan boros atau berlebihan, karena tidak ada 

                                                             
7 A. Soenarjo DKK, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ..., h. 365. 
8 A. Soenarjo DKK, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ..., h. 284 
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yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. Maka dari itu, dianjurkan untuk menggunakan harta sewajarnya 

dan menyimpannya untuk masa yang akan datang. 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dibagi menjadi dua, 

yaitu direct cost dan indirect cost. Direct cost adalah dana yang 

langsung dibayar dari uang jamaah haji. Uang yang disetorkan oleh 

jamaah haji hanya untuk membiayai tiket pesawat pulang-pergi, 

pemondokan di Makkah, dan living cost (bekal). Adapun indirect cost 

adalah dana yang dibayar menggunakan dana dari efisiensi dana haji, 

diantaranya untuk biaya makan, bis di Arab Saudi, operasional, 

asuransi jiwa, biaya ganti pasport, pelatihan petugas haji, dan 

bimbingan manasik haji.
9
 

Menurut Bapak Drs. H. Deni Rusli, M.Si selaku Kepala Seksi 

Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi banten, bahwa 

penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji sudah efisien karena 

biayanya lebih murah dari tahun-tahun sebelumnya, jamaah haji pun 

                                                             
9 Deni Rusli, Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag 

Provinsi banten, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 30 Juli 2018.  
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tidak ada yang komplain dan persentase kepuasan jamaah haji naik 1% 

dari 84,85% menjadi 85,85%.
10

 

Bapak H. M. Ali Mukti  juga puas dengan pelayanaan haji dan 

menurutnya dana yang dibayarakan jamaah haji itu terlalu sedikit untuk 

mendapatkan pelayanan dan fasilitas tersebut.
11

  

Dana yang dikelola oleh pemerintah, yang berasal dari jamaah 

haji menjadi dana investasi jamaah haji untuk digunakan bagi 

kepentingan pelaksanaan ibadah haji, jika demikian maka sejalan 

dengan syariat Islam dan ketika ada jamaah haji yang meninggal dunia, 

bisa diganti oleh ahli warisnya. 

 

C. Pemanfaatan Dana Haji untuk Kemaslahatan Umat 

Dana haji diinvestasikan pada tiga instrumen keuangan, yaitu 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga yang 

diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip 

syari’ah, Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa 

                                                             
10 Deni Rusli, Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag 

Provinsi banten, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 30 Juli 2018.  
11 Bapak M. Ali Mukti, Jamaah Haji Tahun 2017, wawancara dengan penulis 

di rumahnya, tanggal 06 Agustus 2018. 
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surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya 

oleh Negara sesuai masa berlakunya, dan Deposito Berjangka adalah 

suatu produk simpanan yang dikelola oleh bank dan untuk proses 

penarikan atau penyetorannya hanya bias dilakukan pada waktu 

tertentu saja.. Dana haji yang diinvestasikan tersebut memberikan 

manfaat bagi jamaah haji, yaitu meringankan biaya haji pada setiap 

jamaah. 

Dana haji boleh dimanfaatkan, tetapi harus memenuhi 4 (empat) 

syarat: 

1. Boleh ditasarufkan tapi harus dipastikan jenis usahanya 

memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jadi sebelum dana haji 

tersebut diinvestasikan atau dimanfaatkan, pastikan terlebih 

dahulu bahwa jenis usahanya betul-betul memenuhi prinsip 

syariah. 

2. Terkait dengan prudensialitas atau aman. Selain harus 

memenuhi prinsip-prinsip syariah, juga harus dipastikan 

usaha tersebut aman. Logikanya seperti pengelolaan dana 

wakaf, yakni tidak boleh berkurang, tapi harus 

dikembangkan dan memiliki nilai manfaat. 
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3. Manfaat. Sebelum dana haji diinvestasikan harus diketahui 

terlebih dahulu manfaatnya. Manfaat tersebut baik untuk 

kemaslahatan jamaah haji da juga kemaslahatan umat Islam. 

4. Likuid. Artinya dana haji ini dibutuhkan dalam waktu terus-

menerus. Jadi jika dana tersebut digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur atau sebagainya maka 

mempunyai perhitungan yang tepat. Jangan sampai dananya 

terpakai semua untuk keperluan diluar penyelenggaraan 

ibadah haji.
12

 

Dana haji adalah kumpulan dana dari umat Islam yang 

melaksanakan ibadah haji dan dikumpulkan dalam satu tempat atau 

lembaga agar dapat terorganisir, baik keikutsertaan lembaga dalam 

pengumpulan dana haji, yaitu salah satunya adalah BPKH (Badan 

Pengelola Keuangan Haji). 

Pemerintah berperan penting dalam penghimpunan dana haji 

dari calon jamaah haji, baik dalam pelaksanaan maupun dalam 

pengawasan. Karena, dana haji itu tidak sedikit jumlahnya, tapi dalam 

                                                             
12

 “MUI Fatwakan 4 Syarat Pemanfaatan Dana Haji” 

https://www.cnnindonesia.com/, diakses pada 02 Agust. 2017, pukul 10.51 WIB. 
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jumlah yang terbilang banyak. Sehingga, perlu adanya pelaksanaan 

penghimpunan yang pasti dan pengawasan yang ketat. 

Ketika calon jamaah haji menyetorkan uang biaya ibadah haji 

ke bank, tidak ada akad yang menyatakan bahwa dana tersebut akan 

dikelola atas nama pemerintah. Namun selama ini dana itu dikelola atas 

nama pemerintah, bukan atas nama calon jamaah haji. Padahal uang 

tersebut adalah milik calon jamaah haji, bukan milik pemerintah. 

Hak milik menurut Islam adalah menyangkut semua yang 

dimiliki manusia, meskipun hak milik itu diadakan untuk memperoleh 

satu kemaslahatan (keinginan), tetapi ia masih terikat sehingga tidak 

menimbulkan bahaya.
13

 Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

hak milik itu ialah semua yang dimiliki oleh manusia. Berarti uang 

calon jamaah haji yang disetorkan ke rekening Kementerian Agama 

adalah mutlak milik calon jamaah, walaupun uang tersebut sudah 

masuk ke dalam rekening Kementerian Agama. 

 

                                                             
13

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), h. 63. 
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Milik dalam buku Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum 

Kebendaan dalam Islam karya Abdul Madjid, didefinisikan sebagai 

berikut: “Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ 

untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil menfaatnya selama 

tidak ada penghalang syar’i.”
14

 

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut 

syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik 

akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri ataupun orang 

lain.
15

 Jadi apabila dana haji akan dikelola atas nama pemerintah, maka 

seharusnya ada akad yang menyatakannya, agar calon jamaah haji pun 

mengetahuinya. 

Dana haji tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun selain 

untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Karena sejak awal 

menyetorkan dana, calon jamaah haji tidak diinformasikan tentang 

penggunaan dana haji untuk investasi. Jika dana haji ingin digunakan 

untuk hal lain seharusnya pemerintah meminta izin terlebih dahulu 

                                                             
14

 Sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 33.  
15

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ..., h. 33. 
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kepada pemilik dana sebelum menggunakannya. Sebagaimana dalam 

kaidah fiqh disebutkan: 

 اذِ نوِِ  هِ بِلَ لََيََُو زُ لَِِحَدٍ انَ  يَ تَصَرَّفَ فِِ مِل كِ غَير ِ 
 “Tiada seorangpun yang boleh melakukan tindakan hukum atas 

barang milik orang lain tanpa izin sipemilik harta”
16

 

 

Selama ini dana haji dikelola atas nama Kementerian Agama, 

yang tahu berapa nilai optimalisasi dari dana haji tersebut hanya 

Kementerian Agama dan/atau pejabat yang terkait dengan pengelolaan 

dana haji. Para calon jamaah haji sebagai pemilik sah dari dana tersebut 

tidak pernah tahu berapa nilai optimalisasi dari dana haji yang 

mengendap atau diinvestasikan tersebut, termasuk seandainya yang 

bersangkutan mendapat subsidi pembiayaan haji dari hasil optimalisasi 

tersebut karena berangkat lebih awal dibanding calon haji lain yang 

waiting listnya masih lama.
17

 

 

                                                             
16

 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 131. 
17

 “Pengelolaan Dana Haji” http://m.republika.co.id/, diakses pada 20 Juni 

2014, pukul 12.00 WIB. 
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Sekarang ini sudah ada Badan Pengelola Keuangan Haji 

(BPKH). Maka seharusnya setiap tahun pemerintah menyampaikan 

kepada seluruh jamaah haji berapa jumlah tabungan haji dan berapa 

jumlah dana optimalisasi. Seharusnya dana dan semua perputaran 

keuangan yang ada di BPKH dilaporkan kepada seluruh masyarakat 

calon jamaah haji.
18

 

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 

Pasal 26 di sebutkan bahwa: untuk melaksanakan tugas dan fungsi, 

BPKH wajib mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel 

untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan 

umat Islam.
19

  

BPKH berkewajiban mengelola keuangan haji secara 

transparan, artinya bahwa BPKH harus memberitahukan kepada calon 

jamaah haji berapa jumlah dana yang digunakan dan berapa sisanya 

dan sebaiknya ada akad lain yang menyatakan dana tersebut digunakan, 

sehingga tidak adanya kesempatan untuk memintari dana haji tersebut. 

Karena dana tersebut statusnya milik calon jamaah haji, bukan milik 

                                                             
18

 “Pemerintah dinilai Belum Transparan Soal Dana Haji” 

http://www.ihram.co.id/, diakses pada 15 Maret 2018, pukul 17.14 WIB. 
19

 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Pasal 26. 
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pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 

29: 

لَكُم بَ ۡ  ا  أمَۡ  كُلُوۡ  أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءاَمَنُوا  لََ تأَۡ  يََٰ  بََٰطِلِ ۡ  نَكُم بٱِلۡ  وََٰ
ۡ  مِّنكُم ضٍ أَن تَكُونَ تََِٰرةًَ عَن تَ راَ ۡ  إِلََّ  ۡ  أنَفُسَكُم ا  ۡ  تُ لُوۡ  تَق وَلََ  ۡ   ۡ 
   ٥٢ ي ماً رَحِ  ۡ  كَانَ بِكُم  ٱللَّوَ  إِنَّ 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)
20

 

 

Dan juga di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 

188: 

لَكُم بَ ۡ  ا  أمَۡ  كُلُوۡ  وَلََ تأَ  حُكَّامِ ۡ  إِلََ ٱل ۡ  لُوا  بِِاَۡ  بََٰطِلِ وَتُدۡ  نَكُم بٱِلۡ  وََٰ
لِ ۡ  أمَ ۡ  مِّن قًاكُلُوا  فَريِ   ۡ  لتَِأ   ٨١١لَمُونَ ۡ  تَع ۡ  مِ وَأنَتُمۡ  إِثۡ  ٱلنَّاسِ بٱِل وََٰ

 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 

188)
21

 

 

                                                             
20

 A. Soenarjo DKK, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ..., h. 83. 
21

 A. Soenarjo DKK, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ..., h. 29. 
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Dari kedua ayat di atas telah disebutkan bahwa janganlah 

memakan harta dengan jalan yang dilarang menurut syariat Islam dan 

janganlah menggunakan harta milik orang lain tanpa izin, karena harus 

ada dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. 

Dengan seizin pemilik harta (jamaah haji), dana haji bisa 

dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji karena 

meberikan kemaslahatan umat Islam terutama bagi jamaah haji, hal itu 

dapat dibenarkan menurut syariat Islam. Tetapi jika digunakan untuk 

hal lain dan tanpa izin maka tidak diperbolehkan, karena tujuan awal 

dari dana tersebut adalah untuk penyelenggaraan ibadah haji. 

 


